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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pemekaran Kecamatan, dan untuk memberikan pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Camat scbagai daerah bawahan
Pemerintah Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000
tentang Kewsnangan Pemerintah Kota Palembang, periu
menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan:

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1059 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara R.l. Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 1821).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 . leniang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara R.. Tahun 19928 Nomor &0,
Tambahan Lembaran Negara Nemor 3839).

Undang-undang MNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbanzan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Neara
Rl Tahun 1699 Nomor 72, Tambahan Lembaran Megara Nemor
3648).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangar Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara R.l. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952).

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat' Daerah (Lembaran Negara R.|. Tahun 2000
Nomor 165).

Peraturan Daerah Kota Palembang MNomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang

Peraluran Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pemekaran Kecamatan.



8. Peraluran Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Status Desa Srimulya, Desa Sukamulya dan Desa
Raryajaya menjadi Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya dan
Kelurahan Karyajaya.

9. Keputusan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Momor
12 Tahun 2001 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan
Daeran otz Palembang tentang Organisasi dan  Tata nerja
Kecamatan,

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menelapkan | PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ORGANI
SASl DAN TATAKER.JA KECAMATAN.

BAB |
KETENTUAN UNIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daarai ini, yang dimaksud dengan .
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Daerah adaial Kota Pelembang.

Pemerintah Daersh adslah Kepala Daeran beserta perangkat
Caerah Otoriom yang lain sebagai Badan Eksekulif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Palembang. -

Wakil Kepala Daerah adalah Wakit Walikota Palembang.
Sekretariat Daerah adalah Sekretarial Daerah Kota Palembang.
Sekretaris Daeral adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Asisten adalah Asisten pada Sekrelarial Daerah Kota Palembang.
Bagian adalah Bagian pada Asisten Sekretariat Daersh Kota
Palembang.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Koia Pzlembang
LembagaTcknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota
Palembang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
Kota Palembang, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

Kepala Kecamatan disabut Camat,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri
Sipll yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pojabat yang beiwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.

BAB ||
KEDUDUKARN, TUREAS POKOK DAN FUNGS|

Pasal 2

Camat adalah perangkat daerah bawahan yang berada dibawah can
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah,



Pasal 3

Camat mempunyal tugas melaksanakan sebagian Kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Craerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan
Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan sebagian kewanangan pemerintahan yang dilimpahkan

Kepala Daerah;

pembinaan Kelurahan;

pembinaan ketenteraman dan keterliban Kecamatan;

pembinaan pembangunan Kecamatan yang meliputi pembinaan

pembangunan, perekonomian, produksi dan distribusi  serta

pembinaan kelestarian lingkungan hidup;

e. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga Kecamatan.
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BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal &
1) Susunan Organisasi Kecamatan ferdiri dari :

Camat.

Sekretariat.

Scksi Pemerintahan.

Seksi Ketenteraman dan Keterdiban.

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana
tercantum dalam [ampiran daen merupskan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal &

Sekretariat  Kecamatan adalah unsur staf yang mempunyai lugas

membaniu Camat dibidang pembinaan administrasi dan memberikan

pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan.
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan
Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.  penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan;



b.  uvrusan administrasi keuangan;
€. urusan tata usaha, administrasi kepegawatan, periengkapan dan

rumah tangga.
Pasal 8
Sckretariat terdiri dari -
a.  Urusan Perencanaan.
b, Urusan Keuangan,
<. Urusan Umum
Pasal 9

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana, pengendalian dan  evaluas) pelaksanaannya serta
penyusunan laporan.

(2) WUrusan Keuangan mempunyai  tugas melakukan penyusunan
anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban
Keuangan.

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan,
Kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan
Pasal 10

Seksi Pemerintzhan  adalah  unsur pelaksana Kecamatan yang
melaksanakan sebagian kewenangan dibidang pelaksanaan pemerintahan
umum, pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan ‘administrasi
kependudukan dan catatan sipil serta pembinaan kesatuan bangsa,

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan
Daeran ini, Seksi Femerintahan mempunyai fungsi ;

pelaksanaan pemerintahan umura;

pembinaan pemerintahan Kelurzhan:

peiaksanaan administrasi Kependudukan dan catatan sipil;
pembinaan kesatuan bangsa.
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Pasal 12
Seksi Pemerinizhan terdiri dari -

Sub Seksi Pemerintahan Umum.

Sub Seksi Pemerintahan Kelurahan,

Sub Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil.
dub Seksl Kesatuan Bangsa.

Qo umm



Pasal 13

(1) Sub Seksl Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan pemerintahan umun.

{2) Sub Seksi Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan pemerintahan Kelurahan.

(3) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

(4) Sub Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan banan
pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan
dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta pelaksanaan pemilihan
umum.

Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman dan Kelertiban
Pasal 14

©nksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Kecamatan
yarno melaksanakan sebagian kewenangan pemerintzhan  dibidang
ketenteraman dan keterliban maliputi penertiban pelaksanaan peraturan
davrah  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya, pembinaan
peclindungan masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban
bencana, operasionalisasi penertiban tempat usaha, bangunan, usaha
informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan,
pelaksanaan penyelesaian sengkets tanah, bangunan dan sengketa lainnya
serta penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
mengenai lingkungan.

Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14

Peraturan Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dai peraturan perundang-
undangan lainnya;

b. pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakal ;

c. pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban hencana;

d. pelaksanaan operasionalisasi penertiban pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan mengenai tempat usaha, bangunan,
usaha infermal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat
hiburan;

e. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa
lainnya;

f.  pelaksanaan penertiban pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan mengenal lingkungan.

Pasal 16
Scksi Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari :

a. Sub Seksj Bina Ketenteraman dan Ketertiban.
b, 3ub Seksi Operasional Ketetlibar.



Fasal 17

(1) Sub Seksi Bina Kelenteraman dan Ketertiban mempunyai fugas
menyiapkan bahan pelaksanaan pambinaan  ketenteraman dan
ketertibap, pembinaan  perlindungan masyarakal, pelaksanaan
rehabilitasi dan relokas| korban bancana.

(2) Sub Seksi Cperasional Ketertinan mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan operasionalisasi  penertiban pelaksanaan
peraluran  daerah  dan  peraturan priundang-undangan  lainnya,
penertiban pelanggaran peraturan parundang-undangan mengenai
tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame. sarana/prasaiana
umum dan tempat hiburan, penyelesaian sengketa tanah, bangunan
Jan sengketa lainnya.

Bagian Keempat
Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
Pasal 18

Seksi Pembangunan Masvarakat Kelurzhan adalah  unsur pelaksana
Kecamatan yang melaksanakan schagian kowenangan pemerintahan
dibidang pembanounan masvarakal Kecamatan. meliputi  pembinaan
pembangunan masyarekat Kelurahan, perekenomian, produksi dan
distribusi serla pembinaun keleslarian lingkungan hidup.

Pazal 13

Untuk menysienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan
Daerah ini, Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyal fungsi :

2. pelaksanaan pembinaan pembangunan, perekenemian, produksi dan
distribusi
b.  pelaksanaan pembinaan kelestarian fingkungan hidup.

Pasal 22
Seksi Pembangunan Masyarakat ¥elurahan tordiri dari :

a,  Sub Seksi Pembangunan, Perekonomian, Produksi dan Distribusi.
b.  Sub Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Pembangunan, Parckonomian, Produksi dan Distribusi
mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanzan pembangunan
masyarakat Kecamatan meliputi pombinaan  pembangunan
masyarakal Keiurahan, perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat,
petkoperasian, peternakan, pertanian, perkabunan, perikanan, industri
kecil, usaha informel dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran
distribusi hasil produksi.

(2 Sub Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelsstarian lingkungan
hidup.
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Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Sosial
Pasal 22

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana yang melaksanakan
sebagian kewenangan pemenntahan di bidang pembinaan kesejahteraan
sosial meliputi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan
kepemudaar, remaja, peranan wanita dan alahraga, pembinaan kerukunan
kehidupan  keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan

masyarakat,
Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan
Daarah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi ;

a. nelaksanaan pelayanan dan baniuan sosial, pembinaan kepemudaan,
"@Mmaja, peranan wanita dan olahraga.
b. pelaksanaan  pembinaan kehidupan  keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
Fasal 24
Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari -

Sub Seksi Kesejahteraan Sosial.
Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual.

o

Pasal 25

(1) Sub Seksi Kessjahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan,
remaja, peranan wanita dan olah raga.

(2) Sub Seksi Bina Mental dan Spiritual mempunyal tugas menylapkan
bahan pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan keschatan masyarakat,

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 28

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana yang melaksanakan
sebagian kewcnangan pemerintahan di bidang pelayanan umum yang
melipuli kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainase, riol dan got,
jalan, jembatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu penerangan jalan,
instalasi listrik, fasilitas telepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu
pengatur lalu lintas, marka jalan, limbah industri maupun limbah rumah
langga, keindahan dan pertamanan serta Sarana dan prasarana umum
lainnya.



Pasai 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan
Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi .

a.
b.

pelaksanaan pembinaan pelayanan umum kepada masyarakat,
pelaksanaan pembinaan pelayanan kebersihan lingkungan, sungai,
anak sungai, drainase, riol, got, )alan, jembatan, trotoar, pasar,
terminal, helte, lampu penerangan jalan, instalasi listrik, fasilitas
lelepon umum, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas,
marka jalan, limbah industri maupun limbah rumah tangga serta
keindahan dan pertamanan;

palaksanaan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya.

Pasal 28

Seksi Pelayanan Umum terdiri dari :

a.
b.
c.

(1
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(3)

(1
(2)

(&)

Sub Seksi Pelayanan Umum.
Sub Seksi Kabarsihan,
Sub Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Umum.

Pasal 29

Sub Seksi Pelayanan Umum mempunysi tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan pembinaan pelayanan umum kepada masyarakal.

Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahen
pelaksanaan kebersihan lingkungan, sungai, anak sungai, drainasn,
riol, got, jalan, jombatan, trotoar, pasar, terminal, halte, lampu
penerangan jaian, Instalasi iistrik, fasiiitas telepon umum, rambu-
rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, marka jalan limbah
industri maupun limbah rumah tangga serta keindahan  dan
pertamanan.

Sub Seksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai lugas
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana
umum lainnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabalan Fungsional
Pasal 30

Felompek Jabatan Fungsiomal mempunpyai tugas melaksanakan
sebaglan tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan di Wilayah Kecamatannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, terdiri darl sejumiah tenaga dalam jenjeng jabatan fungsional yang
terbagi dalam barbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Setiap kelompok |abatan fungional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab
kepada Camat.



(d) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang jabatan funasional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, para
Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan maeing-masing maupun antar satuan crganisasi jajaran
Famerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

(1) Sefiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan
wajlb mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah.langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undanaan yang berlaku.

(2) Seliap pimpinan saluan organisesi dalam lingkungan Kecamatan
bertangguing iawab mamimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisast dalamn lingkungan Kecamatan
wajib mengikuli dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing serle menyampaikan laporan tepat
pada waktunya.

BAR V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 33

(1) Camat diangkat dan diberhentikan olen Kepala Daerah.

?) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan HKecamatan diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

(3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan esclonering serta susunan
kepegawaian diatur dan ditetapkan berdasarkan peraluran perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 34
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Wallikota

Palembang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja
Kecamatan dicabut dan dinyatakan lidak berlaku.
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(2) Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraluran Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang.
,-_-p::da tangzal 21 Agustus 2001
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